
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3822);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang tata cara tuntutan ganti
kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan
bendahara;

a. bahwa berdasarkan pasal 144 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara
tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan
peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan;

Menimbang

WALIKOTABANJARBARU,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TATACARATUNTUTANGANTIKERUGIANDAERAHTERHADAP
PEGAWAINEGERI BUKANBENDAHARA

TENTANG

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR .~.TAHUN2018

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTANSELATAN



12. Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor140,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578);

11. Peraturan Pemerintab Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor31)sebagaimanatelah dirubah denganPeraturan
Pemerintah Nomor33 Tahun 2006 tentang Perubaban
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan PiutangNegara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4488);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004Nomor126,TambahanLembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang
Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

8. Undang-UndangNomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor5494);

7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor5234);

6. Undang-UndangNomor15Tahun 2006 tentang Badan
pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2006 Nomor85, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4654);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4400);



Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

Pasal1

Bagian Kesatu
Pengertian

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TATA
CARATUNTUTANGANTI KERUGIANDAERAH TERHADAP
PEGAWAINEGERI BUKANBENDAHARA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997
tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 5
Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
ten tang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5135);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5934);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4609);
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1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pastijumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawanhukum
baik sengajamaupun lalai.

2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan
terhadap pegawainegeribukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan
untuk memulihkanKerugianDaerah.

3. PegawaiNegeriBukan Bendahara adalah PegawaiAparatur Sipil Negara,
AnggotaTentara Nasional Indonesia, AnggotaKepolisianNegaraRepublik
Indonesiayang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara
pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk
bendahara dan PegawaiNegeriBukan Bendahara.

5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lainyang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian
Daerah.

6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab
hukum untuk mewakiliseseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak
cakap atau tidak di dalam segalahal cakap untuk bertindak dalamhukum.

7. YangMemperolehHak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan
atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan
uang, surat berharga, danjatau barang dari PihakYangMerugikan.

8. AhliWaris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan
kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya
pewans.

9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah pejabat yang berwenanguntuk menyelesaikanKerugianDaerah.

10. TimPenyelesaianKerugianDaerahyang selanjutnyadisingkatTPKDadalah
tim yang bertugas memprosespenyelesaiankerugian daerah.

11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya
disebut Majelisadalah para pejabatjpegawaiyang ditunjuk dan ditetapkan
oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat
penyelesaianKerugianDaerah.

12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SKTJMadalah surat pemyataan dari PegawaiNegeriBukan Bendahara
atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan danjatau pengakuan
bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia
menggantiKerugianDaerah dimaksud.

13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang
selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh
Walikota/KepalaSatuan KerjaPengelolaKeuanganDaerah/Kepala Satuan
KerjajAtasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin
diperoleh.

14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya
disebut SKP2Kadalah surat keputusan yangditetapkan olehWalikotayang
mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian
KerugianDaerah terhadap PegawaiNegeriBukan Bendahara atau Pejabat
Lain.



Informasi terjadinya kerugian Negaraj Daerah bersumber dari :
a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung atau

kepala SKPD;
b. aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

Pasal4

BAB II
INFORMASIDANPELAPORANKERUGIANNEGARA/DAERAH

(2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar
hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung
yang merugikan keuangan negaral daerah diwajibkan mengganti kerugian
dimaksud.

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib
melakukan tindakan pengamanan terhadap:
a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah;
danz atau

b. uang danj'atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

Pasal3

Bagian Ketiga
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan Iatau Barang

(3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
pula terhadap uang darr/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat
perbuatan melanggar hukum dan Iatau pelalaian kewajiban yang dilakukan
oleh:

a. setiap pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkungan pemerintah
daerah, termasuk pegawai tidak tetap;

b. Pejabat negara (Walikota/Wakil Walikota);
c. pimpinan dan anggota DPRD;
d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
e. pihak lainnya antara lain pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa

atau badan Zorganisasi lainnya/rnasyarakat lainnya.

(1) Peraturan Walikota ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang
menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung.

Pasal2

5

Bagian Kedua
Ruang Lingkup



(1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal5
ayat (3), dilakukan penyelesaian Kerugian Daerah oleh Walikota selaku
PPKDdengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 7

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

BABIII
PENYELESAIANKERUGIANDAERAH

Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal6

(4) Laporan atau pemberitahuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi
terjadinya Kerugian NegarajDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Atasan Langsung atau Kepala SKPD Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Urnum Daerah:
1. rnelaporkan kepada Walikota; dan

2. rnemberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk
indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

b. Walikota rnernberitahukan kepada Badan Perneriksa Keuangan, untuk
indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Atasan langsung atau kepala SKPDdapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil
Negaraj pejabat Lain untuk rnelakukan tugas verifikasi terhadap inforrnasi
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1).

(1) Atasan langsung atau kepala SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4.

Pasal5

c. pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;

d. laporan tertulis yang bersangkutan;

e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;

f. perhitungan ex officio; danj atau;
g. pelapor secara tertulis.
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TPKDdalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2)huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang
memilikikompetensi.

Pasal11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)huruf b diperolehmelalui:
a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/ atau
b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada

setiap orang yang terlibat/ diduga terlibatjmengetahui terjadinya Kerugian
Daerahyang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal10

(2) DalampemeriksaanKerugianDaerah,TPKDmemilikitugas dan wewenang:
a. menyusun kronologisterjadinyaKerugianDaerah;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinyaKerugianDaerah;
c. menghitungjumlah KerugianDaerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan
penyelesaianKerugianDaerah; dan

e. melaporkanhasil pemeriksaan kepada pejabat yangmembentuknya.

(1) TPKDmelakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah dibentuk.

Pasal9

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKDsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),ayat (3),dan ayat (4)membentukTPKD.

Pasal8

BagianKedua
TimPenyelesaianKerugianDaerah

(4) Dalamhal kerugian daerah dilakukan oleh KepalaSatuan KerjaPengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk
menyelesaikankerugian daerah dilakukan olehWalikota.

(3) Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan kerja,
kewenanganuntuk menyelesaikankerugian negara dilakukan oleh atasan
kepala satuan kerja.
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(2) KewenanganPPKDuntuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh KepalaSatuan KerjaPengelola
KeuanganDaerah selaku Bendahara UmumDaerahuntuk kerugian daerah
yang dilakukan olehPegawaiNegeriBukan Bendahara atau Pejabat Laindi
lingkunganPemerintahan Daerah.



(1) PPKDatau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal7 ayat (2),ayat (3),dan ayat (4)menyampaikanpendapat atas laporan
hasil pemeriksaan TPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6),
sebagai berikut:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

Pasal14

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat
berhargaj'barang.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, paling sedikit memuat:
a. pihak yang bertanggungjawab atas terjadinyaKerugianDaerah; dan
b. jumlah KerugianDaerah.

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (6)menyatakan bahwa:
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain;atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal13

(6) TPKDmenyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3),ayat (4),dan ayat (5)kepada pejabat yang membentuknya.

(5) Dalam hal TPKDtidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2),dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

(4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2),TPKDmelampirkan tanggapan atau klarifikasitersebut dalam hasil
pemeriksaan.

(3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),TPKDmemperbaikihasil pemeriksaan.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil
pemeriksaan disampaikan.

(1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD
disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah
untuk dimintakan tanggapan.
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Pasal12



(1) Penggantian KerugianDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat
(1)segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.

Pasal16

(5) Pernyataan penyerahan barangjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf d, disertai dengan:
a. daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikanyang sah atas barang yang dijaminkan; dan
c. surat kuasa menjual.

(4) SKTJMsebagaimana dimaksud pada ayat (3)paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak YangMerugikanjPengampujYang MemperolehHakjAhli

Waris;
b. jumlah KerugianNegarajDaerah yang harus dibayar;
c. cara danjangka waktu pembayaran KerugianNegarajDaerah;
d. pemyataan penyerahan barang jaminan; dan
e. pemyataan dari Pihak YangMerugikanjPengampujYang Memperoleh

HakjAhli Waris bahwa pemyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

(3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKDmengupayakan
surat pemyataan kesanggupan danj atau pengakuan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang MemperolehHak/AhliWaris bahwa kerugian
tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian
Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia,
penggantian KerugianDaerah beralih kepada Pengampu/YangMemperoleh
Hak/AhliWaris.

(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13ayat (1)huruf a disetujui oleh PPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) huruf a, PPKDsegera menugaskan TPKDuntuk melakukan
penuntutan penggantian KerugianDaerah kepada Pihak YangMerugikan.

Pasal15

Bagian Ketiga
PenyelesaianKerugianDaerah melalui

Penerbitan Surat KeteranganTanggungJawab Mutlak

(3) Dalam hallaporan hasil pemeriksaan TPKDsebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1)disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) segera
menyampaikan laporan kepada PPKD.
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(2) Dalam hallaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) tidak disetujui, PPKDatau pejabat yang diberi kewenangan
segera menugaskan TPKDuntuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap
materi yang tidak disetujui.



(4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang
Merugikau/Pengampu/Yang MemperolehHak/AhliWaris.

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
materi:
a. identitas Pihak YangMerugikan/Pengampu/Yang MemperolehHak/Ahli

Waris;
b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
c. jumlah KerugianDaerah yang harus dibayar;
d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

MemperolehHak/AhliWaris.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),PPKDmenerbitkan SKP2KS.

(1) Dalam hal SKTJMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak
dapat diperoleh, TPKDsegera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Pasal18

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara

Dalamhal PihakYangMerugikan/Pengampu/Yang MemperolehHak/AhliWaris
tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal16 ayat (2),ayat (3),atau ayat (4),PihakYangMerugikan/Pengampu/Yang
MemperolehHak/AhliWaris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Pasal17

(6) Dalam hal Pihak YangMerugikan/Pengampu/Yang MemperolehHak/Ahli
Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM,PPKN/D
menyampaikan teguran tertulis.

(5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan
pembayaran sesuai dengan SKTJM.

(4) Dalam hal kondisi tertentu Walikota sesuai dengan kewenangan masing­
masing dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang MemperolehHak./AhliWaris wajib mengganti
Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
sejak SKTJMditandatangani.
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(2) Dalam hal Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar
hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh)
hari kalender sejak SKTJMditandatangani.



(2) Keanggota MPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Walikota dengan Jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
a. pejabatj'pegawai pada sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota;

b. pejabatjpegawai pada inspektorat provinsijkabupaten/kota; dan
c. pejabat/ pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal22, PPKDmembentuk MPTGR.

Pasal23

PPKDmelakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
hurufb;

b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana
dimaksud 21 ayat (1).

Pasal22

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui MPTGR

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban Pihak Yang Merugikari/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulis kepada PPKDdengan disertai bukti.

(1) Pihak Yang Merugikarr/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli
Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KSpaling lambat
14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

Pasal21

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai
kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

Pasal20

penerbitan SKP2KS
(sembilan puluh) hari

berdasarkan
lambat 90

Penggantian Kerugian Daerah
dibayarkan secara tunai paling
sejak diterbitkannya SKP2KS.
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Pasal19



(4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD
mengusulkan penghapusan:

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
PPKD.

(2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pertimbangan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara/ daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain; dan/ atau

b. uang dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti
bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, MPTGRmenetapkan putusan hasil sidang.

Pasal27

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,
dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf a, MPTGRmelakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikarr/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya
Kerugian Negara/Daerah;

b. meminta keterangan /pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian
tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau

d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Pasal26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, MPTGR
melakukan sidang.

Pasal25

MPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas
memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKDatas:

a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1)huruf b;

b. penggantian Kerugian Negara/Daerah setelah Pihak Yang
Merugikarr/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasall7; dan

c. penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

12

Pasal24



(3) PPKDmenindaklanjuti putusan MPTGRsebagaimanadimaksud pada ayat
(1)melaluiproses penyelesaianKerugianDaerahmelaluipenerbitan SKTJM
dan SKP2KSsebagaimanadiatur dalam Pasal15 sampai dengan Pasal21.

(2) Putusan MPTGRsebagaimanadimaksud pada ayat (1)disampaikankepada
PPKD.

(1) MPTGRmenetapkan putusan berupa pernyataan KerugianNegara/ Daerah
dalam hal:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKDsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)huruf a; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD

sebagaimanadimaksud dalam Pasal28 ayat (4)hurufb.

Pasal29

(4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)menyatakan bahwa:
a. kekurangan uang, surat berharga, darr/atau barang disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau PejabatLain;atau

b. kekurangan uang, surat berharga, darr/atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau PejabatLain;

disertai dengan dokumenpendukung

(3) Setelahmelakukanpemeriksaankembalisebagaimanadimaksudpada ayat
(1),TPKDmelaluiPPKDmenyampaikanlaporan hasil pemeriksaankembali
kepadaMPTGR.

(2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),MPTGRmenyampaikanhal yang perlu mendapat
perhatian dalam pemeriksaankembali.

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti
bahwa kekurangan uang, surat berharga, danIatau barang disebabkan
perbuatan melanggarhukum atau lalai PegawaiNegeriBukan Bendahara
atau Pejabat Lain, MPTGRdapat memerintahkan TPKDmelalui PPKND
untuk melakukan pemeriksaan kembali.

Pasal28

(5) penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. uang, surat berharga, danIatau barang milik negara/ daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
PejabatLain;dan/ atau

b. uang darr/atau barang bukan miliknegaraJdaerah yang berada dalam
penguasaan PegawaiNegeriBukan Bendahara atau Pejabat Lainyang
digunakan dalam penyelenggaraantugas pemerintahan.
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(3) SKP2Ksebagaimanadimaksud pada ayat (2)paling sedikitmemuat materi:
a. pertimbanganMPTGR;
b. identitas Pihak Yang Merugikarr/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/AhliWaris;
c. jumlah KerugianDaerah yang harus dipulihkan;

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada
PPKDuntuk menerbitkan SKP2K.

(1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
MPTGRmenetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal32

Dalamsidanguntuk penyelesaianpenggantianKerugianDaerah terhadap Pihak
Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
wanprestasi sebagaimanadimaksud dalamPasal 24 huruf b,MPTGRmelakukan
hal sebagaiberikut:
a. memeriksa kelengkapan pemyataan penyerahan barang jaminan

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15ayat (5);
b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada

instansi yangmenangani pengurusan piutang daerah; danj atau
c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaianKerugianDaerah.

Pasal31

(4) penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
mengusulkan penghapusan:
a. uang, surat berharga, danj atau barangmilikdaerah yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
danjatau

b. uang danj atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan PegawaiNegeriBukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraantugas pemerintahan.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPKD.

(1) Dalam hal MPTGRmenyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, MPTGR
menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
a. uang, surat berharga, dan/ atau barangmilikdaerah yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
darr/atau

b. uang danj atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan PegawaiNegeriBukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraantugas pemerintahan.
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Pasal30



(2) Dalam hal MPTGRmemperoleh cukup bukti, MPTGRmemutuskan:

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yang diajukan
keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/ AhliWaris, MPTGRmelakukan hal sebagai berikut:
a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1) huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (1);

c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 huruf c;
d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikarr/

Pengampu./Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris danj'atau pihak yang
mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

e. meminta keteranganj'pendapat dari narasumber yang memiliki
keahlian tertentu; dan/ atau

f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal34

(2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPTGR
menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yang tidak ada
pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris, MPTGRmelakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1)huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (1); darr/atau

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasa133

(5) SKP2Ksebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. MPTGR;

c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan

d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak MPTGRmenetapkan putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang
menangani pengurusan piutang daerah; dan

e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang
menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal MPTGRberpendapat
bahwa barangjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (5)
dapat dijual atau dicairkan.



(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf b, MPTGR mernberikan pertimbangan kepada PPKD untuk
melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

b. penghapusan:
1. uang, surat berharga, danj'atau barang milik daerah yang berada

dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/ atau

Pasal36

(5) PPKDmelakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

(4) SKP2Ksebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. MPTGR;dan

c. Pihak Yang Merugikarr/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/AhliWaris.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak MPTGRmenetapkan putusan hasil sidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2)
huruf a dan huruf c.

(2) SKP2Ksebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
a. pertimbangan MPTGR;
b. identitas Pihak Yang Merugikarr/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris;

c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikarr/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris;

e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;

f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang

menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang
Merugikarr/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak
membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c
sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 ayat (2) dan
Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan
kepada PPKN/D untuk menerbitkan SKP2K.

Pasal35

(3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPTGR
belum memperoleh cukup bukti, MPTGRdapat menugaskan TPKDmelalui
PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait
dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

a. menolak seluruhnya;

b. menerima seluruhnya; atau

c. menerima atau menolak sebagian.
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(6) penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan
kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. MPTGR;
c. Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris

yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan

d. PPKDyang bersangkutan.

(4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak MPTGR menetapkan
putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
hurufb.

(3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:

a. identitas Pihak Yang MerugikanjPengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah:

b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan Iatau barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain danj atau uang danj atau barang bukan
milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga,
dan Iatau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/ atau uang dan Iatau
barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan
me1anggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain.

(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian

Daerah; dan

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan Iatau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/ atau

2. uang, danj'atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
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2. uang danj atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.



(1) Pihak YangMerugikarr/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/AhliWaris yang
telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai
denganjumlah danjangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,
atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat
keterangan tanda lunas.

Pasal40

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2),
Pihak Yang Merugikarr/PengampujYang Memperoleh Hak/ Ahli Waris
menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal39

(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
PPKDpaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
ditetapkan.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat
penagihan.

(I) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas
dasar:
a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (3);
b. SKP2KSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau

c. SKP2Ksebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (I).

Pasal38

BABV
PENAGIHANDANPENYETORAN

(3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai
barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai
tersebut.

(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

a. nilai buku; atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai
atas berkurangnya:

a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau

b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal37

BABIV
PENENTUANNILAIKERUGIANDAERAH
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(2) penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal40, PPKDmengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
danj'atau

b. uang dan /atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal41

(6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. MPTGR;

c. Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hak/Ahli Waris
yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan

d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita
atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas
kepada Pihak Yang Merugikan/PengampujYang Memperoleh Hak/ Ahli
Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disertai dengan surat
permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang
berwenang.

(4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan
SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang
Merugikarr/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang
terkait dengan penyerahan barang jaminan.

(3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling
sedikit memuat:

a. Identitas Pihak Yang Merugikari/Pengampu/Yang Memperoleh Hakj Ahli
Waris;

b. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang telah dibayar sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau
SKP2K;

c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hakj AhliWaris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian
Negaraj Daerah;

d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan
tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat
keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS
atau SKP2K.
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(2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.



KewajibanPihakYangMerugikanjPengampujYangMemperolehHakjAhliWaris
untuk rnembayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8
(delapan)tahun sejak terjadinya KerugianDaerah tidak dilakukan penuntutan
ganti rugi terhadap Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Mernperoleh
HakjAhliWaris.

Pasal46

BAB VII
KEDALUWARSA

Penyerahan upaya penagihan KerugianDaerah kepada instansi yangmenangani
pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 43
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal45

Dalamhal PihakYangMerugikanjPengampujYangMemperolehHakjAhliWaris
tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKP2Ksebagairnana dimaksud dalam Pasal 35, menyerahkan upaya
penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan
piutang daerah.

Pasal44

Walikotamenyerahkan upaya penagihan KerugianDaerah kepada instansi yang
menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2Kyang
diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 31, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak
SKP2Kditerbitkan.

Pasal43

BABVI
PENYERAHANUPAYAPENAGlHANKERUGIANDAERAHKEPADAINSTANSI

YANGMENANGANIPENGURUSANPIUTANGDAERAH

(3) Pengembaliankelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Dalarn hal Pihak YangMerugikanjPengampujYang MernperolehHakjAhli
Waris telah rnelakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang
MerugikanjPengampujYang Mernperoleh HakjAhli Waris dapat
rnengajukan perrnohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian
Daerah atas dasar pengurangan tagihan.

(1) Dalarn hal dapat dibuktikan bahwa jurnlah Kerugian Daerah yang telah
ditagih temyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang
MerugikanjPengarnpujYang Mernperoleh HakjAhU Waris dapat
rnengajukan perrnohonan pengurangan tagihan negaraj daerah.
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Pasal42



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Walikota dapat menugaskan
unit kerja tertentu pada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan
kewenangan TPKD.

Pasa152

BABX
KETENTUANLAIN-LAIN

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti
Kerugian.

Pasal51

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah
dapat dikenai sanksi administratif dan Iatau sanksi pidana.

Pasal50

BABIX
KETERKAITANSANKSITUNTUTANGANTIKERUGIAN

DENGANSANKSILMNNYA

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian
Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal49

Walikota melaporkan penye1esaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa
Keuangan paling lamb at 60 (enam puluh] hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian
dinyatakan selesai.

Pasal48

BAB VIII
PELAPORANPENYELESAIANTUNTUTANGANTIKERUGIAN

DANAKUNTANSIDANPELAPORANKEUANGAN

Tanggungjawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ AhliWaris untuk membayar
ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak
putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang
Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau
meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi
tahu oleh PPKDmengenai adanya Kerugian Daerah.
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AERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 6

SEKRETARIS DAERAH,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal .16 A;pril 2018

I

Ditetapkan di Banjarbaru
pada ggal 164pil 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaBanjarbaru.

Peraturan Waliotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal53

BABXI
KETENTUAN PENUTUP
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